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ABSTRAK 

 

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MELARIKAN DIRI DARI 

RAZIA KEPOLISIAN YANG MENYEBABKAN PETUGAS KEPOLISIAN 

MENJADI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS 

(Studi Pada Polres Pesawaran) 

 

Oleh 

MUHAMMAD YUSUF 

 

Tabrak Lari yang menyebabkan petugas kepolisian menjadi korban merupakan 
kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan 
membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya.. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak pengendara bermotor yang kurang kooperatif 
dalam menghadapi razia kendaraan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah faktor penyebab terjadinya tabrak 
lari yang menyebabkan petugas kepolisian menjadi korban dan Bagaimanakah 
upaya penanggulangan tabrak lari yang menyebabkan anggota kepolisian menjadi 

korban. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. 
Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber 
pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polres Pesawaran, Aparat 
Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran dan Akademisi Hukum Pidana pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Faktor penyebab 

terjadinya tabrak lari terdiri dari dua faktor yaitu; faktor personal yaitu kelalaian 

pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan 

kecelakaan biasa dan faktor situasional yaitu karena pelaku tabrak lari ingin lepas 
dari tanggung jawab hukum. Sedangkan untuk upaya penanggulangan tabrak lari 

Aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran menggunakan upaya pre-emtif yaitu 

berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan 
melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu 

lintas, meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara 

berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya 

represif yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tabrak lari.. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesadaran masyarakat untuk taat 
pada aturan hukum dan aturan yang berlaku agar tingkatan pelanggaran lalu lintas 

dan lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan 
pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar. Kemudian kepada Aparat Satuan 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

Muhammad Yusuf  
Lalu Lintas Polres Pesawaran agar terus sebaiknya meningkatkan pelayanan 

sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang 

tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan melakukan operasi kepolisian 

(razia) kendaraan bermotor secara berkala yang tidak memenuhi standar sesuai 

dengan prosedur atau aturan yang berlaku serta memberikan edukasi kepada setiap 

anggota kepolisian untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli terhadap pelanggaran 

lalu lintas sehingga pengendara bermotor bisa lebih tenang dalam menghadapi sebuah 

operasi razia. 

 

Kata Kunci : Analisis, Kriminologis, Tabrak Lari. 
 



 

 

 

 

 

 

A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS ON ACTION OF ESCAPING FROM 

POLICE THAT CAUSED ONE POLICE OFFICER TO BECOME VICTIM 

OF TRAFFIC ACCIDENTS 

 (A Study on Pesawaran Resort Police) 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Hit-and-Run accident which has caused one police officer to become victim 

is a traffic accident where the perpetrator was not responsible, abandoned the 

victim and not stopping his vehicles. This accident indicated that there are still 

many drivers who are less cooperative when dealing with vehicle raids and traffic 

discipline.  The problems in this thesis are formulated as follows: What are factors 

causing a hit-and-run that has caused a police officer to become a victim and how 

is the effort to deal with a hit-and-run accident that has caused a police officer to 

become a victim?  

 

This study applied normative and empirical approaches.  Data: literature study and 

field study.  Data analysis: qualitative.  The informants in this study consisted of 

Pesawaran Police Investigator,  Pesawaran Police Traffic Unit and a Criminal 

Law Academics at the Faculty of Law, University of Lampung. 

 

The results of research and discussion showed that: The factors that cause a hit-

and-run consisted of two factors namely;  personal factor, in this case the 

negligence of the driver and the society assumption that a hit-and-run was just an 

ordinary accident; situational factor, in which the perpetrator of the hit-and-run 

accident tried to escape from his legal liability.  Among the hit-and-run prevention 

efforts, the Police Traffic Unit of Pesawaran applied pre-emptive efforts in form 

of counseling and environmental development; while the preventive efforts were 

carried out by conducting socialization, ticketing the perpetrators of traffic 

violations, increasing police vehicle operations (raids) periodically, and  installing 

traffic signs along the road.  While the repressive effort was to impose a 

punishment against hit-and-run perpetrators.  

 

The suggestion for this study is the need for public awareness to obey the rules of 

the law and the applicable rules so that it can decrease the level of traffic 

violations; and further to improve legal awareness in form of spreading 

knowledge how to do an appropriate and correct traffic activity. Then the Police 

Traffic Unit of Pesawaran should continue improving socialization and outreach 



services to all levels of society regarding the appropriate and correct traffic 

procedures and conduct the regular motor vehicle police operations (raids) that do 

not meet the standards according to the applicable procedures or rules as well as 

to provide education to every member of the police force not to carry out extortion 

practices against traffic violations so the vehicle drivers will be more relax to face 

the raid operation. 

 

Keywords: Analysis, Criminology, Hit-and-Run. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan 

bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas 

segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. 

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu 

wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah 

tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara 

penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat 

berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 

hukum, maka hukum harus ditegakkan. 

Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, 

orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan di 

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan 

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas 

Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
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Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.
1
 Sementara di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai : 

1. (berjalan) bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya. 

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, pedagang-pedagang di tepi 

jalan sangat menggangu. 

3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan 

jalan pelayaran, kereta api, dsb. 

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan 

dengan lancer dan aman diperlukan perangkat peraturan perundang undagan yang 

sebagai dasar. Dalam hal ini Undang- umdang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut : 

1. Instansi yang membina. 

2. Penyelenggaraan. 

3. Jaringan prasarana. 

4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan. 

5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu. 

6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas 

7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas 

8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan 

9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia 

lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit. 

10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas. 

11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas. 

12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran 

ketentuan lalu lintas. 

Dalam menciptakan ketertiban dan juga keselamatan berlalu lintas, maka salah 

salah satu tugas Kepolisian adalah melakukan operasi patuh atau yang sering 

disebut Razia. Razia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan 

menurut para ahli bahasa, arti kata Razia adalah penangkapan beramai-ramai; 

                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
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penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan dan pemeriksaan 

serentak (surat kendaraan bermotor, surat televisi, dsb)
2
 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalu Lintas”) yang 

mengatur tentang Kewenangan Penyidik sebagai berikut: 

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita 

sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan 

berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. 

2. Melakukan pemeriksaan atas kebeneran keterangan berkaitan dengan 

Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, 

dan/atau Perusahaan Angkutan Umum. 

4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan 

Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. 

5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan 

Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. 

7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti. 

8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan 

Lalu lintas dan/atau 

9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 

Kehidupan berlalu lintas masyarakat Indonesia telah memiliki suatu ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan 

hukum dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran agar tertib dalam 

berlalu lintas dan agar hal-hal tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas 

dapat dicegah dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum 

pidana. Namun walaupun adanya ketentuan hukum yang sudah jelas 

kecelakaan masih dapat terjadi dengan adanya unsur kesengajaan maupun 

ketidaksengajaan.  

                                                             
2
 Diakses dari https://artikbbi.com/razia/ Pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 13.21. 

https://artikbbi.com/razia/
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Selain unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan unsur insfrastruktur dan 

kelalaian juga mempengaruhi hal yang menyebabkan kecelakaan.dalam hal 

infrastruktur khususnya di daerah Lampung masih banyak fasilitas pengguna 

jalan yang belum menunjang dengan baik sehingga menimbulkan rasa 

ketidaknyamanan pengguna jalan. 

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan 

dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga 

dapat menyebabkan stress dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun 

kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya 

yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.  

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan 

bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam 

hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, 

pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kecelakaan lalu lintas 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:  

  1.  Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi 

kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi 

mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktauhan 

terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendaraan dan 

rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan 

lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan 
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mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan 

lainnya.  

2.   Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban 

kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, 

peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai 

penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.  

3.  Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan 

rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada 

tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan 

yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan 

dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.
3
 

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas. Menurut Pignatoro Kecelakaan dapat disebabkan oleh 

faktor pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), faktor kendaraan dan faktor 

lingkungan. Pignatoro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh 

kombinasi dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi ataupun pejalan 

kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun 

pandangan yang buruk.
4
 

Cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca 

yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor 

cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja 

                                                             
3
 Soerjono Soekanto. Inventarisasi dan Analisa terhadap PerUndang-Undangan Lalu 

Lintas. Jakarta. CV Rajawali. 1984. hlm. 21. 
4
 L.J. Pignataro. Traffic Engineering: Theory & Practice. Prentice Hall. Englewood Cliffs. 

1974 hlm 41. 



6 
   

kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di 

daerah pegunungan. 

Berdasarkan faktor diatas, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya 

tergantung pada kesigapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama 

pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu 

lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau 

memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan 

dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan : 

“kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan 

tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta 

benda.” 

Berikut penjelasannya bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada 

lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan 

dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan 

atau kerugian harta benda pada pemiliknya (Korban). 

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek termasuk dalam aspek berlalu 

lintas ,hukum seyogyanya dapat memberikan konstribusi secara maksimal dalam 

pelaksanaanya jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk 

dan taat terhadap norma hukum. Sehingga apabila masyarakat maupun pengemudi 
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jalan mentaati dan tunduk dengan aturan-aturan hukum yang ada hal ini dapat 

mengurangi angka kecelakaan yang ada.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain 

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan 

lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan 

korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, disebut dengan tabrak 

lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan 

korbannya.
5
 Tabrak lari adalah kejahatan yang tidak manusiawi terlebih tindakan 

tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) UU 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut: 

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 

277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan merupakan 

tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, 

perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh 

penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, 

demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan 

privat.
6
 Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat 

sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku 

                                                             
5
 Marye Agung Kusmagi. Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Jakarta. Raih Asa Sukses. 

2010. hlm. 94. 
6
 Andre Ata Ujan. Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan. 

Yogyakarta. Kanisius. cet. ke-5. 2009. hlm. 98-99. 
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dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman kejahatan. 

Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang 

memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi 

karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa.
7
 

Pertanggungjawaban Pidana sangatlah dibutuhkan untuk meminimalkan 

terjadinya tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Pengemudi kendaraan 

bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 

luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau bahkan meninggal dunia. 

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penggolongan 

dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu : 

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: 

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;  

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau  

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat. 

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau 

barang.  

3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan 

kendaraan dan/atau barang.  

                                                             
7
 Nina. Menghadapi Kasus Pidana: 120 Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya. Jakarta. 

Raih Asa Sukses. 2010. hlm. 144. 
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4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c 

merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka 

berat.  

5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan 

oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan 

Jalan dan/atau lingkungan. 

Berdasarkan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa situasi yang dapat 

menjadi pembeda antara jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yaitu Kecelakaan Lalu 

Lintas ringan yaitu sebagai contoh terjadi kecelakaan lalu lintas namun disini 

hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan lain halnya, tapi pada intinya tidak 

menimbulkan luka-luka baik si pengendara maupun orang lain yang terlibat dalam 

kecelakaan lalu lintas tersebut.  

Kecelakaan Lalu Lintas sedang, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas 

menimbulkan suatu kerusakan kendaraan atau barang lain dan juga menimbulkan 

korban luka-luka ringan, seperti luka lecet dan luka-luka lainnya tetapi tidak 

sampai luka-luka tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas 

normal. Dan Kecelakaan Lalu Lintas berat, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas 

yang tidak hanya menimbulkkan kerusakan barang ataupun barang, tetapi 

menimbulkan korban luka berat, sehingga korban tidak dapat beraktivitas normal 

dalam beberapa waktu maupun secara permanen, atau timbul korban meninggal 

dunia. 
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Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dapat diancam 

dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut : 

1.  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat 

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

2.  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah). 

3.  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

4.  Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah). 

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan 

sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai 

pribadi manusia yang bertanggung jawab.
8

 Tabrak lari merupakan tindakan 

amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat 

digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2). 

Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan 

ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan 

tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan. 

Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak 

lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak 

                                                             
8
 K.Bertens. Etika. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993. hlm. 143. 
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melapor ke polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312. Pasal 312 UULLAJ 

menyatakan:  

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan 

Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak 

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)." 

 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan mengatur bahwa : 

1.        Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu 

lintas, wajib : a. Menghentikan kendaraannya; b. Menolong orang 

yang menjadi korban kecelakaan; c. Melaporkan kecelakaan tersebut 

kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat. 

2.        Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam 

Ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b, 

kepadanya diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi 

negara Republik Indonesia terdekat. 
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Salah satu tindak pidana kriminal melarikan diri dari razia polisi yang 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari telah terjadi di Kabupaten 

Pesawaran pada bulan Januari 2019. 

Laka lantas terjadi pada hari sabtu tanggal 12 januari 2019 sekitar pukul 20.40 

WIB di depan Polsek Gedong Tataan  Kab. Pesawaran. Sepeda motor Honda Beat 

berjalan dari arah Pringsewu pada saat melintas sepeda motor tersebut ingin 

dihentikan oleh petugas namun pada saat di hentikan sepeda motor tersebut 

menghindar ke sebelah kiri jalan dan tetap melanjutkan kendaraanyaa, pada saat 

sepeda motor tersebut menghindar ada seorang anggota kepolisian yang berdiri di 

pinggir jalan, karena jarak sudah sangat dekat  sepeda motor tersebut menabrak 

anggota kepolisian yang sedang melaksanakan razia, yang menyebabkan anggota  

mengalami luka – luka dan patah kaki sebelah kanan. Kasus serupa terjadi di 

Pekalongan Jawa Tengah seorang pemuda menabrak seorang anggota polisi yang 

tengah melakukan razia kendaraan bermotor. Akibatnya anggota Satlantas Polres 

Pekalongan itu terluka dan pingsan. Korban adalah Bripka Taufan Noviyanto. 

Saat ditabrak sepeda motor, ia terpental hingga dua meter dan sempat pingsan 

sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
9
 Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 

ayat (3) UU LLAJ pengendara yang lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas 

bisa dikenai sanksi pidana, yang menyatakan: 

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan 

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana 

                                                             
9 Dikutip dari detik.com diakses dari : https://detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-

4270856/takut-terkena-razia-pemuda-di-pekalongan-tabrak-polisi Pada tanggal 12 Maret 2019 

pukul 08.53. 

https://detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4270856/takut-terkena-razia-pemuda-di-pekalongan-tabrak-polisi
https://detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4270856/takut-terkena-razia-pemuda-di-pekalongan-tabrak-polisi
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dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).” 

Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa masih  banyak  terjadi  kekurangan mengenai 

fasilitas  dan  kedisiplinan  dalam  berlalu  lintas.  Tidak  disiplin  dalam  

berkendara juga   menunjukkan   bahwa   tidak   ada   etika   baik,   padahal 

pemicu terjadinya kecelakaan  adalah  runtuhnya  etika  dalam berkendara. 

Seperti,  yang  telah  diatur dalam UU No. 22 Tahun 2011 diantaranya dalam 

Pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan 

penuh konsentrasi, mengutamakan  pejalan  kaki,  mematuhi  ketentuan  teknis,  

menggunakan  sabuk pengaman.  Kemudian Pasal 107,  tentang  penggunaan  

lampu  utama  yang  harus dinyalakan  baik  di  malam  hari maupun  di  siang  

hari. Tidak  dipungkiri  kondisi tersebut akan menambah panjang rentetan jumlah 

kecelakaan. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.  Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah faktor penyebab suatu pelanggar lalu lintas melarikan diri saat 

akan diberhentikan oleh anggota kepolisian? 

b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu 

lintas yang melarikan diri dan melukai petugas? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan 

dengan faktor penyebab terjadinya tindakan melarikan diri dari razia kepolisian 

yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Studi kasus di Polsek Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab suatu pelanggar lalu lintas melarikan 

diri saat akan diberhentikan oleh anggota kepolisian. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan 

pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri dan melukai petugas. 

 

 

Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab 

dan upaya yang dapat mencegah terjadinya tindakan melarikan diri dari 

razia kepolisian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum 
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serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan dan penegakan hukum 

serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil 

konsentrasi ilmu hukum pidana. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relavan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum
10

. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori 

penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya 

penanggulangan kejahatan :  

 

A.    Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas 

dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis 

kriminalis.
11

 

1. Faktor Intern.  

Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, 

antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan. 

                                                             
10

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
11

 Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remaja Jaya, 1987, hlm. 44. 
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b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa 

macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam 

masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu. 

2. Faktor Ekstern.  

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia 

(ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya 

kriminalitas.  

 

a. Faktor Ekonomi  

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya 

kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh 

persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan 

memasang iklan-iklan dan sebagainya. 

 

b. Faktor Agama  

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan 

kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing 

manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar 

mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan 

menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang 

merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. 

 

c. Faktor Bacaan  

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang 

buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, 

dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung 
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dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang 

melanggar hukum atau kejahatan. 

 

d. Faktor Film (termasuk televisi)  

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan 

pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau 

penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung 

tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung 

menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat 

dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya 

kriminalitas dibandingkan bacaan. 

 

 

B.      Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan  

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan 

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
12

 

       Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu: 

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan. 

 

                                                             
12

 Barda Nawawi Arief Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada 

Media Group, 2010, hlm. 4. 
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2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamaan 

dalam penelitian.
13

 Berdasarkan definisi tersebut maka batasan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan 

berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil 

analisis dapat diterima sebagai suatu kebeneran atau penyelesaian 

masalah.
14

 

b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu 

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya 

berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainya yang 

sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-

sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.
15

 

                                                             
13

 Soerjono Soekanto.PengantarPeneletian Hukum.Universitas Indonesia. 

Press:Jakarta.1983. 
14

 Lexy J.Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta. 2005. hlm 54 
15

 Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982,      

hlm. 66. 
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c. Tabrak Lari Tabrak Lari adalah kecelakaan lalu lintas yang pelakunya 

tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja 

tanpa menghentikan kendaraannya.
16

 

d. Pengendara yang lalai pengendara yang lalai dan menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas bias dikenai sanksi pidana, yang menyatakan: 

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan 

kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta 

rupiah).”
17

 

 

 

E.   Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh 

Program Sutdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan 

sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, 

Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

                                                             
16 www.kbbi.kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 22.59 WIB) 

 

 

http://www.kbbi.kemendikbud.go.id/
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi terdiri dari Tinjauan umum kriminoligis, Tinjauan 

umum kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan, identitas palsu, dan 

pencegahan terjadinya penipuan dan penggelapan menggunakan identitas palsu.  

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan 

mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data, serta analisa data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil peneitian yang diperoleh penulis 

mengenai analisis terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan 

menggunakan identitas palsu. 

 

V. PENUTUP 

Merupakan Bab yang terisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan 

saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan 

teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa 

mendatang. 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kriminologi 

 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat komplek yang dapat dipahami 

dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat 

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda 

satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk 

memahami kejahatan itu sendiri. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai 

gejala biologis, yaitu mencari-cari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi 

tingkah laku manusia.
18

 

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830.Ilmu 

ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.
19

 Nama 

kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 

Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi 

criminal”.
20

 Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti 

kejahatan dan “Logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga 

                                                             
 18 Muhammad Mustofa. Metode Penelitian Kriminologi. Jakarta. Kencana Prenada Media 

Group. 2013. hlm. 3. 

 19 Wahyu Muljono. Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2012. 

hlm 20. 
20

 Alam A. S, Pengantar Kriminologi, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1. 
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Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.
21

 Kriminologi 

merupakan cabang  ilmu pengetahuan   baru   yang   berkembang   pada   tahun   

1850   bersamaan   dengan munculnya Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi, 

yaitu cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia 

dalam masyarakat
22 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi 

penulis akan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland 

and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan 

megenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup 

kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas 

pelanggaran hukum.
23

 Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga 

cabang ilmu utama, yaitu : 

a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor- 

faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) 

disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan. 

b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 

musabab dan kejahatan; dan 

c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 

Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 

pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.
24 

W.A Bonger menyatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejalaa – gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi 

teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang 

berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-

                                                             
21

 Susanto I.S, Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 

Semarang, 1991, hlm. 1. 
22 Tri Andrisman. Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 

2014. hlm. 2. 
23

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52 
24

 Ibid hlm. 10-11. 



23 
   

gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara 

yang ada padanya.
25

 

Michael dan Adler menyatakan kriminologi adalah keseluruhan keterangan 

mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka 

sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat 

dan oleh para anggota masyarakat.
26

 Sedangkan Wood merumuskan kriminologi 

adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau 

pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di 

dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
27 

Edwin H. Sutherland berpendapat kriminologi adalah seperangkat pengetahuan 

yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya 

proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi 

terhadap pelanggaran terhadap undang-undang.
28

 

Sedangkan Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kriminologi 

merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, 

mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah 

kemungkinan timbulnya kejahatan.
29

 Menurutnya batasan tentang tujuan tertentu 

dari kriminologi, yaitu: 

1) Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai perilaku 

manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi 

kecendrungan dan penyimpangan norma-norma hukum. 

                                                             
25

 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21 
26

 Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9-11. 
27

 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit. hlm 12. 
28

 Alam A. S, Op. Cit. hlm. 2. 

 
29

 Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Tentang Kriminologi. Bandung. Remaja Karya. 

1984. hlm. 28 
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2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian kriminologis 

dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau 

mengurangi dan menanggulangi kejahatan.
30

 

Rusli Effendy merumuskan kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri, 

tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan apa yang menimbulkan 

kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat 

ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (milleu) baik keadaan 

sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi 

dan mengadakan pencegahan disamping pemindahan.
31

 

Moedigdo Meoliono berpendapat kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat 

berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan 

merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka 

kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu 

memahami eksistensi manusia.
32 

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, 

tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi 

bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak 

merubah hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap 

kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara 

memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina 

penjahat agar menjadi orang yang baik ditengah masyarakat. 

 

                                                             
 30 Ibid. 

31
 W.A Bonger , Opcit, hlm 10 

32
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2003, hlm. 11. 
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B. Tabrak Lari 

Definisi dari istilah tabrak lari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: 

tabrak lari ialah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung 

jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, 

atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak 

meninggalkan korbannya. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang 

mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu 

dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab. 

Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan: “Setiap orang yang 

mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan 

dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan 

pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat 

(1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 

(tujuh puluh lima juta rupiah).” 

 

 

C. Ketentuan Pidana Terhadap Tabrak Lari 

Pidana adalah penderitaan, dan pemidanaan adalah penjatuhan penderitaan kepada 

pelaku tindak pidana karena telah memberi kerugian bagi para korbannya dengan 

maksud memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak 

pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Hukum pidana adalah hukum 
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sanksi, karena dengan bertumpu pada sanksi tersebut hukum pidana difungsikan 

untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.
33

 

Sebagai salah satu jenis punishment, hukum pidana juga memuat sanksi denda. 

Sanksi tersebut bukan hanya untuk tujuan-tujuan ekonomis, misal sebagai 

pemasukan kas negara, melainkan berhubungan dengan tujuan-tujuan pemidanaan 

(goals of punishment). Tujuan pemidanaan sendiri erat kaitannya dengan falsafah 

pemidanaan yang dianut suatu bangsa, yang tercermin dalam produk Undang- 

Undang yang dihasilkan.
34

 

Menurut UULLAJ, pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas khususnya 

tabrak lari diatur dalam :  

 

  A. Pasal 310, menyatakan :  

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 

Ayat 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 

dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).  

      2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban 

luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).  

     3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban 

luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

     4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

 

 

                                                             
33

 M. Hamdan. Politik Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.         

hlm. 131. 
34

 Ibid. hlm. 132-133. 
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A. Pasal 311, menyatakan :  

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan 

Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa 

atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).  

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan 

dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).  

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan 

dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 229 Ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).  

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).  

5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) 

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  

 

BAB XXI KUHP menyebutkan, yang menyebabkan mati atau luka-luka 

karena kealpaan terdapat pada Pasal sebagai berikut: 

a. Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) 

menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau pidana pidana kurungan paling lama satu tahun”.  

b. Pasal 360 KUHP  

1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang 

lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.  

2) Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang 

lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan 
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menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan 

paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 

(empat juta lima ratus ribu rupiah). 

 

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan 

bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak 

menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.Yang seharusnya dilakukan 

oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ, wajib:  

1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.  

2) Memberikan pertolongan kepada korban  

3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

terdekat; dan  

4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. 

Pengemudi kendaraan yang dikarenakan keadaan memaksa dan tidak 

dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada 

korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa yang dimaksud 

ialah situasi yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama 

dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan 

untuk memberikan pertolongan.  

 

Namun dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor harus segera melaporkan 

diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga 

dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ, 

akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling 

banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Ketentuan tersebut 

berbeda dengan UU No. 14 Tahun 1992 yakni mengenai pidana penjaranya 

ataupun sanksinya, yang memuat peraturan yang lebih rinci, dan spesifik.
35

 

 

                                                             
35 Marye Agung Kusmagi. Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Op.Cit. hlm. 12-13. 
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Contoh, regulasi mengenai menyalakan lampu pada siang hari. Berawal dari 

jumlah kendaraan yang semakin meningkat, ternyata berbanding lurus dengan 

jumlah kecelakaan yang ada. Kemudian memunculkan regulasi supaya 

pengendara motor menyalakan lampu pada siang hari seperti yang ada dalam 

Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009 yaitu, “pengemudi sepeda 

motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib 

menyalakan lampu utama pada siang hari” supaya peristiwa kecelakaan 

khususnya tabrak lari berkurang. Kemudian dalam Pasal 293 Ayat (2) 

menyebutkan sanksi denda bagi pelakunya, yakni dikenakan denda paling banyak 

Rp. 100.000,00.  

 

Pengertian hukuman lebih luas dari pengertian pidana, jadi pidana termasuk salah 

satu jenis hukuman. Demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana adalah perasaan 

tidak enak yakni penderitaan dan perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim 

dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana. Jika 

dikaitkan dengan pelaku tindak pidana lalu lintas, pidana dapat dijatuhkan adalah 

pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana 

tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang 

diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam UULLAJ Pasal 312 

dan 314. 

D. Dasar Hukum Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas 

KUHAP merupakan prosedur untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi 

manusia khususnya hak untuk diadili menurut proses hukum yang adil. Hal ini 

perlu dipahami dan ditafsirkan secara konkrit dalam proses peradilan pidana oleh 
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para aparat penegak hukum terutama dalam melakukan upaya paksa seperti 

penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam batang tubuh KUHAP itu sendiri tidak 

ada pasal-pasal yang menyinggung tentang proses hukum yang adil, HAM, 

pembinaan tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Untuk itu harus dilihat 

sikap batin atau jiwa dan KUHAP itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam asas-

asas penegakan hukum dalam penjelasan umurn KUHAP. Pelaksanaan proses 

hukum yang adil di Indonesia berarti melaksanakan ketentuan dalam peraturan 

perundang undangan hukum acara pidana yang dijiwai oleh asas-asas yang 

melandasinya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum KUHAP.
36

 

Selain itu KUHAP merupakan dasar dari sistem peradilan pidana di Indonesia 

yang harus menjadi pedoman bagi penegak hukum yang menangani tindak pidana 

dan pelanggaran lalu lintas. Dari KUHAP ini pula telah ditetapkan tugas, fungsi 

dan wewenang dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan 

pelanggaran lalu lintas.  

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menangani hal ini mempunyai tugas 

dan wewenang segala kegiatan berlaiu lintas dimasyarakat. Berdasarkan Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, menyebutkan bahwa : "Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal 

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan". Tugas POLRI selaku alat penegak hukum diatur dalam 

pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:  

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  
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2. Menegakkan hukum, dan  

3. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. 

Salah satu wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 antara 

lain, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, 

memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di 

bidang jasa pengamanan. Untuk melaksanakan wewenang tersebut di atas, 

pemerintah menetapkan UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 

sebagaimana yang dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, 

Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272. Dalam pemeriksaan kendaraan 

bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas. Dalam pemeriksaan ini 

meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan 

fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan 

apa yang dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan 

beberapa ketentuan yang menyangkut tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: - Pasal 1 Dalam 

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :  
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1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.  

2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  

3.  Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan.  

4. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat 

bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dengan format tertentu yang ditetapkan.  

5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka 

pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan 

dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan 

dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam 

bentuk satuan tugas.  

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - Pasal 2 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan: 



33 
   

a.)    terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;  

  b.) terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi 

pengemudi  dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan 

kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;  

           c.)   terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan  

     d.)  terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu      

lintas.  

Selanjutnya Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan diatur dalam 

pasal-pasal sebagai berikut: - Pasal 3 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

meliputi pemeriksaan:  

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 

atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;  

b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;  

c. fisik Kendaraan Bermotor;  

d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau  

e. izin penyelenggaraan angkutan. - Pasal 4 (1)  

Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

terdiri atas :  
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a.) kepemilikan ;  

b.) kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi;  

c.) kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;  

d.) masa berlaku; dan  

  e.) keaslian. (2) Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: 

          a. Kepemilikan;  

b. Kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan 

Bermotor;  

c. Masa berlaku; dan  

d. Keaslian. (3) Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:  

    a. spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;  

    b. masa berlaku; dan  

    c. keaslian. 

E. Proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

Sebagaimana diketahui penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu 

kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan 

serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Proses penegakan 

hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan diatas, baik yang bersifat 

pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) yang pelaksanaannya 

meliputi kegiatan simpatik, penindakan pelanggaran dan penyidikan laka lantas. 

Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran 

dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai 

peksanaan operasional dibilang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman 
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pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka Penegakan Hukum dibilang lalu 

lintas. Dalam pelaksanaannya prosedur penindakannya terdiri dari:  

1. Persiapan Sebelum melakukan penindakan pelanggaran Lalu-lintas jalan 

tertentu dengan menggunakan Blanko Tilang perlu dilakukan persiapan sebagai 

berikut :  

a. Blanko Tilang yang telah di cap/stempel kesatuan sesuai dengan 

kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan  

b. Ballpoint (warna hitam atau biru)  

c. Alat pelapis set Blanko Tilang (Hard Board, Karton tebal, Lempengan 

Seng, dan lain-lain)  

d. Label barang bukti  

e. Secara Stasioner (Tempat) menyiapkan papan pemberitahuan razia  

f. Secara Hunting (Bergerak) Psl 111 KUHAP 

2.  Prosedur Razia 

a. Surat Perintah Tugas 

b. Acara pengarahan pimpinan (APP) 

c. Pembagian tugas : 

- Petugas yang mengurangi kecepatan 

- Petugas yang menghentikan kendaraan 

- Petugas yang melaksanakan pemeriksaan 
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- Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang 

- Petugas yang mengamankan barang bukti 

- Petugas yang melaksanakan pengamanan lokasi 

3. Pelaksanaan razia 

Lokasi dilaksanakan dilakukan di jalan umum, dimana dijalan umum yang lurus 

dan bebas pandangan sehingga tidak terganggu Kamseltibcar lalu lintas dan 

ketertiban umum serta tidak dekat dengan rumah ibadah. Dilarang melaksanakan 

razia ditikungan, tempat terhalang pandangan yang dapat mernimbulkan Laka 

lantas. Dilokasi razia harus dipasang papan petunjuk tentang pelaksanaan razia. 

Bentuk razia berupa razia gabungan yaitu razia yang dilaksanakan secara terpadu 

dengan instansi terkait (POM TNI, Dishub, Jasa Raharja, Bid Propam, Dit 

Sabhara dll).Razia mandiri razia yang dilaksanakan secara mandiri oleh personil 

lalu lintas. 

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran 

lalu-lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang yang telah 

dipersiapkan, maka penindakan dapat dilakukan secara langsung di tempat.  

Proses tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat 

tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda 

motor / kendaraan.  

Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya 

diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran 
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tertulis itu diberikan surat teguran tanpa ada penyitaan barang bukti dan 

tembuskan kepada orang tua, kepala sekolah/kepala/atasan tempat bekerja.
37
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
38

 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris, yaitu
39

 : 

1. Pendekatan yuridis normatif 

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah 

konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara 

kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Suatu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dan 

kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan 

perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas 

penegakan hukum di Indonesia. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
40

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil 

penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para 

responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 

masalah penulisan skripsi ini.
41

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literaur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan 

siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
42

  

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat, antara lain : 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan 

hukum primer dan dapat ,membantu menganalisa dan memahami bahan 

hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan 

pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk, 

penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hokum 

sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain 

yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam skripsi ini serta penulusuran website. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-

gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Pada tahap ini 

menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain: 

 

1. Penyidik kepolisian Polres Gedong Tataan   : 1 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang 

3. Pelaku         : 1 orang 

Jumlah        : 3 orang 

 

 

 

+ 
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan dataguna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam 

prosedur pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, 

yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data 

atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, 

pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, 

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan 

dengan permasalahan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip 

dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang 

lingkup penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan 

data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan 

pedoman pertanyaan secara tertulis. 

 

2. Metode Pengolahan Data 

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Identifikasi Data 

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang 

akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel 

yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 

b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang 

diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara. 

c. Sistematisasi Data 

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan 

yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis. 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan 

memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu 

metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapa 

t diambil kesimpulan yaitu: 

1. Faktor penyebab terjadinya tabrak lari saat petugas melakukan razia di depan 

Polres Pesawaran disebabkan oleh dua fakor yang pertama adalah faktor 

personal yaitu kelalaian pengemudi kendaraan yang ingin cepat-cepat sampai 

ke rumah. Kemudian berdasarkan faktor situasional, pelaku tabrak lari 

meninggalkan korbannya dikarenakan beberapa hal seperti pengguna jalan 

yang terlibat ingin lepas dari tanggung jawab hukum, serta adanya situasi atau 

keadaan yang memaksa di lingkungan kecelakaan yang mengancam 

keselamatan pelaku tabrak lari itu sendiri. 

2. Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pesawaran dalam menanggulangi tabrak 

lari diantaranya menggunakan upaya pre-emtif yaitu berupa pembinaan dan 

pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan melakukan tilang 

kepada para pelaku dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada 

para pelaku pelanggaran lalu lintasm meningkatkan operasi kepolisian (razia) 

kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 

di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana 
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terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih 

sulit dilakukan oleh pihak Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas 

memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, mak dalam 

kesempatan ini disarankan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk taat pada aturan hukum dan 

aturan yang berlaku agar tingkatan pelanggaran lalu lintas yang dapat 

menyebabkan terjadinya tabrak lari dapat berkurang dan lebih 

meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan pengetahuan 

berlalu lintas yang baik dan benar guna umtuk mencegah dan mengurangi 

terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

2. Aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran agar terus sebaliknya 

meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh 

lapisan masyarakat tentang cara berlalu lintas yang baik dan benar dan 

melakukan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala 

yang tidak memenuhi standar sesuai dengan prosedur atau aturan yang 

berlaku agar tingkat kecelakaan tabrak lari di Wilayah Pesawaran dapat 

berkurang setiap tahunnya dan menambah petugas dilapangan untuk 

melakukan penjagaan lebih intensif khususnya ditempat-tenpat yang rawan 

akan terjadinya tabrakan lari khusunya saat petugas kepolisian sedang 

melakukan operasi razia rutin serta melakukan penataan kedisplinan 

kembali terhadap anggotanya agar tidak melakukan upaya pungli sehingga 

masyarakat kooperatif saat akan diberhentikan oleh petugas. 
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